
BAB III 

KOMPLEKSITAS TUGAS BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK 

BERBASIS E-GOVERNMENT (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN 

GODEAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017) 

A. Kompleksitas Tugas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Berbasis E- 

     Government Di Kantor Kecamatan Godean Tahun 2017 

Pada  bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari 

penelitian mengenai kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik berbasis e-

government di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman tahun 2017. Pertama 

penulis akan membahas kompleksitas tugas disetiap Subbagian dan Seksi berdasarkan 

beberapa indikator kesulitan tugas, struktur tugas, tingkat teknologi yang digunakan 

dan kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi. Kedua penulis akan 

membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kompleksitas tugas di Kantor 

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman pada tahun 2017. 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian telah diatur dalam bagian kesatu  Pasal 6 

dan Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Subbagian Umum 

dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan 

urusan kepegawaian. Wawancara dengan kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 



terkait dengan indikator kompleksitas tugas berupa kesulitan tugas, struktur tugas, 

tingkat teknologi yang digunakan dan kemampuan pengawai dalam menggunakan 

teknologi. Adapun uraiannya sebagai berikut: 

1. Kesulitan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit 

informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan 

semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas 

audit. Kesulitan tugas Subbagian Umum dan kepegawaian Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Kesulitan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

 

No. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Output Analisis 

Kompleksitas 

1. Penyusunan rencana kerja 

Subbagian Umum dan 

Kepegawaian. 

Laporan rencana kerja 

Subbagian Umum dan 

Kepegawaian. 

1. Keterbatasan 

waktu 

sehingga 

membuat 

arsip tertunda. 

2. Kekurangan 

SDM. 

3. Beban kerja 

yang banyak. 

4. Adanya tugas 

tambahan. 

2. Perumusan kebijakan teknis 

pelaksanaan urusan umum 

dan urusan kepegawaian. 

Laporan pelaksanaan 

urusan umum dan 

urusan kepegawaian.  

3. Pengelolaan persuratan dan 

kearsipan.  

Mengelola surat 

menyurat (surat masuk 

dan surat keluar), 

regitrasi surat, 

distribusi surat dan 

kearsipan. 



4. Pengelolaan perlengkapan, 

keamanan, dan kebersihan. 

Menyiapkan sarana 

dan prasaranan untuk 

rapat dan kegiatan 

lainnya.  

5. Pengelolaan dokumentasi dan 

infomasi. 

Laporan dokumentasi 

dan informasi. 

6. Penyusunan perencanaan 

kebutuhan, pengembangan 

dan pembinaan pegawai. 

Laporan perencanaan 

kebutuhan, 

pengembangan dan 

pembinaan pegawai. 

7. Pelayanan administarasi 

pegawai dan pengelolaan tata 

usaha kepegawaian. 

Laporan adminstrasi 

pegawai dan 

pengelolaan tata usaha 

kepegawaian. 

8. Evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan kerja 

Subbagian Umum dan 

Kepegawaian. 

Laporan pelaksanaan 

kerja Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

Sumber: Wawancara Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Berdasarkan tabel kesulitan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian terdapat 

kompleksitas dalam melaksanakan tugas-tugas, seperti kekurangan sumber daya 

manusia, keterbatasan waktu untuk menyelesaikan tugas, beban kerja yang banyak 

tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan adanya tugasnya tambahan diluar tugas 

pokok. Adapun tugas-tugas dan hasil dari tugas tersebut telah diuraikan dengan jelas 

pada tabel kesulitan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.  

 



2. Struktur Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah 

tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas 

tugas. Struktur tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Struktur Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

 

No. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Struktur 

Tugas 

Output Terhubung dengan 

(Internal/Masyarakat/Instansi 

lain) 

1. Kasubbag: 

Deni Agus 

Irawan 

1. Admin website dan 

email Kecamatan 

Godean.  

2. Admin SIMPEG 

(Sistem Informasi 

Manajemen Pegawai) 

3. Surat menyurat (surat 

masuk dan surat 

keluar), regitrasi 

surat, distribusi surat, 

kearsipan. 

4. Menyiapkan sarana 

dan prasarana  untuk 

rapat dan kegiatan 

lainnya. 

1. Internal: Camat, Sekretaris 

Camat, Kelompok Jabatan 

Fungsional dan semua 

Subbag dan Seksi di Kantor 

Kecamatan Godean. 

2. Masyarakat. 

3. Instansi lain: Badan 

Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan, Dinas 

Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika dan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan. 

2. Staff: Sunarti 

3. Staff: Mulyo 

Harsono 

Sumber: Wawancara Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Berdasarkan tabel struktur tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

dijelaskan bahwa di Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki 3 (tiga) pegawai, 

diantaranya kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan 2 (dua) staff. Adapun hasil 



dari tugas-tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berupa: pegawai sebagai admin 

website resmi Kecamatan Godean, nama domainnya ialah 

http://www.godeankec.slemankab.go.id. Adanya website resmi Kecamatan Godean 

mempermudah kantor Kecamatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

serta dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat, tepat dan mudah oleh siapapun, 

dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disampaikan kantor Kecamatan 

Godean melalui website adalah informasi yang terpercaya sebagai acuan untuk 

kepentingan masyarakat. Admin website juga dituntut untuk menyajikan informasi 

yang akurat, valid, inovatif, menarik, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian juga sebagai admin email kantor Kecamatan 

Godean, adapun alamat emailnya ialah kecgodean@slemankab.go.id.  

Disamping sebagai admin website dan email, Subbagian Umum dan 

Kepegawaian juga sebagai admin Simpeg (sistem informasi manajemen pegawai). 

Simpeg dibawah naungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Simpeg 

adalah sistem informasi dalam hal urusan kepegawaian untuk memudahkan kebutuhan 

administrasi pegawai. Simpeg sarana untuk pencarian informasi dan data kepegawaian 

berupa data secara online diperoleh dari database. Untuk fitur dalam Simpeg terdapat 

berbagai fitur, salah satunya mengelola biodata pegawai termasuk photo pegawai, 

mengelola riwayat pendidikan formal, mengelola riwayat pendidikan non-formal dan 

masih banyak lagi puluhan fitur lainnya. Untuk melaksanakan tugas ini, Subbgaian 

http://www.godeankec.slemankab.go.id/
mailto:kecgodean@slemankab.go.id


Umum dan Kepegawaian terhubung dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika.  

Subbagian Umum dan Kepegawaian juga membuat dan mengelola surat 

menyurat, dokumen dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas ini, Subbagian Umum 

dan Kepegawaian juga terhubung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian juga bertugas untuk menyiapkan sarana dan 

prasarana rapat atau kegiatan, seperti ruangan atau gedung, sound sistem, proyektor 

dan perlengkapan lainnya.  

3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk 

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas. Subbagian Umum dan 

Kepegawaian telah di fasilitasi dengan teknologi untuk melaksanakan tugas-tugas, 

adapun uraiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

 

No. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tingkat 

Teknologi 

Layanan Output 

1. Teknologi 

komputer (sebagai 

user) 

1. Website dan Email. 

2. Aplikasi SIMPEG 

(Sistem Informasi 

Manajemen 

Pegawai). 

3. Kearsipan. 

1. Layanan dan informasi 

seputar Kantor 

Kecamatan Godean. 

2. Informasi 

kepegawaian Kantor 

Kecamatan Godean. 

3. Arsip. 



4. Membuat surat 

masuk dan surat 

keluar. 

5. Registrasi surat. 

6. Sarana dan prasarana 

rapat dan kegiatan. 

4. Surat menyurat. 

5. Gedung/ruangan, 

sound sistem, 

proyektor.  

Sumber: Wawancara Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan Subbagiam Umum dan 

Kepegawaian, sarana teknologi komputer sebagai penunjang dalam melaksanakan 

tugas-tugas. Adapun layanan di Subbagian Umum dan Kepegawaian berupa website 

dan email yang dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan layanan dan informasi 

terkait dengan kepetingan masyarakat terhadap kantor Kecamatan Godean. Aplikasi 

simpeg dipergunakan untuk memudahkan pegawai memperoleh informasi dan 

administrasi terkait kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mengampu 

tugas mengelola arsip kantor Kecamatan Godean, mengelola surat menyurat dan 

menyediakan sarana dan prasarana kegiatan atau rapat.  

4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi sebagai bentuk 

pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi pegawai. Kemampuan pegawai dalam 

meggunakan teknologi di Subbagian Umum dan Kepegawaian, ialah sebagai berikut: 

 

 



Tabel 3.4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

 

No. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Kemampuan Pegawai Output Kesulitan 

1. Admin website dan email Website dan email Jaringan/sinyal sering 

mati. 

2. Admin SIMPEG Informasi dan 

Layanan 

 

Jaringan/sinyal sering 

mati. 

3. Registrasi surat dan 

distribusi surat 

Surat menyurat Kekurangan SDM 

untuk menyelesaikan 

tugas. 

4. Membuat laporan Laporan-laporan Beban kerja yang 

banyak. 

5. Membuat surat menyurat 

 

Surat masuk dan 

suarat keluar 

Keterbatasan waktu 

dalam membuat surat. 

6. Mengelola Kearsipan Arsip Keterbatasan waktu. 

7. Menyiapkan sarana dan 

prasarana rapat/kegiatan 

Gedung/ruangan, 

soundsystem, 

proyektor. 

Keterbatasan waktu 

dan SDM. 

Sumber: Wawancara Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Kemampuan pegawai di Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai admin 

website, email dan Simpeg namun adanya kompleksitas dalam melaksakan tugas ini 

dikarenakan jaringan atau sinyal internet yang sering mati atau kurang memadai. Untuk 

melaksakanan tugas-tugas lainnya seperti registrasi surat dan distribusi surat, membuat 

laporan, membuat surat menyurat, mengelola arsip dan menyiapkan sarana dan 



prasarana untuk rapat dan kegiatan, namun juga terdapat kesulitan untuk melaksanakan 

tugas dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu serta 

banyaknya beban kerja. Oleh karena adanya kompleksitas tugas menyebabkan kurang 

optimal dalam melaksakana tugas-tugas tersebut. 

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi 

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Kecamatan. Subbagian Keuangan, Perencaan dan Evaluasi di atur dalam Bagian 

Kesatu Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016. Pasal 8 

menjelaskan bahwa Subbagian keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi. 

Pasal 9 menjelaskan bahwa Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi, sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi; 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, 

dan evaluasi; 

3. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan 

keuangan; 

4. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja; 

5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan 



6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian 

keuangan, perencanaan, dan evaluasi. 

Wawancara dengan kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

terkait dengan kompleksitas tugas di Kantor Kecamatan Godean, adapun indikator 

wawancara berupa kesulitan tugas, struktur tugas, tingkat teknologi yang digunakan 

dan kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi. Adapun uraiannya sebagai 

berikut: 

1. Kesulitan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit 

informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan 

semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu mengurangi kualitas audit. 

Kesulitas tugas di Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kantor Kecamatan 

Godean, sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Kesulitan Tugas  Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

 

No. 

Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Tugas Output Analisis Kompleksitas 

1. Penataan 

Keuangan 

dan Aset 

SKPD 

Dokumen Laporan 

Keuangan Semester I 

dan Semester II  

Data tergantung dengan laporan BUMD 

dan SPJ, sehingga jika laporan BUMD 

dan SPJ terlambat/molor, maka laporan 

keuangan juga akan semakin terlambat. 

  Dokumen Laporan  

Aset/BUMD 

Berita acara penyerahan aset dari BKAD 

sering terlambat, mengakibatkan belum 



Semester I dan 

Semester II 

bisa dimasukkan ke laporan BUMD, 

karena dasar pencatatan adalah berita 

acara dan mengakibatkan selisih antara 

pencatatan di Kecamatan dengan di 

BKAD, karena di BKAD aset 

bersangkutan sudah di drop ke 

Kecamatan, tapi di Kecamatan belum 

masuk data aset karena berita acara 

belum ada. 

Kesalahan pencatatan barang yang 

seharusnya masuk barang modal tapi 

dimasukkan, karena berasal dari 

pemeliharaan (kapitalisasi) sehingga 

mengakibatkan selisih atau kesalahan 

dalam laporan BUMD. 

  Dokumen Laporan 

Pertanggungjawaban

/SPJ Januari-

Desember 

Belum adanya time schedule 

pelaksanaan/realisasi kegiatan di 

masing-masing seksi/subbag, sehingga 

menyebabkan kurang lancarnya 

penyerapan anggaran. 

Kapasitas/pengetahuan SDM yang di 

Kecamatan terkait administrasi 

keuangan/SPJ yang masih kurang. 

Tersediaan SDM yang kurang tidak 

sebanding dengan beban kerja yang 

harus dijalankan, sehingga berpengaruh 

pada kecepatan dan ketepatan realisasi 

kegiatan. 

Peraturan yang tiba-tiba berubah terkait 

administrasi keuangan, yang 

berpengaruh kepada kecepatan dan 

kelancaran pelaporan SPJ karena harus 



mempelajari dan menyesuaikan 

kebijakan/peraturan yang baru. 

2. Penyusun

an 

Laporan  

Capaian 

Kinerja 

dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD 

Laporan Realisasi 

Fisik dan Keuangan 

Tahun Berjalan (per 

bulan) 

Data berasal dari realisasi fisik dan 

seksi/subbag dan realisasi keuangan dari 

bendahara pengeluaran. Jika data ini 

terlambat, maka laporan realisasi fisik 

dan keuangan juga semakin lambat. 

  Laporan Tahunan n-1 Data berasal dari capaian output satu 

Kecamatan selama satu tahun, laporan 

SPJ bendahara akhir tahun, laporan aset 

dan laporan keuangan akhir tahun. 

Banyaknya laporan yang harus 

dikumpulkan berpengaruh kepada 

waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan laporan. 

Semakin lama data yang disampaikan 

dari seksi dan subbag terkait laporan 

tahunan, menyebabkan semakin 

lambatnya penyusunan laporan tahunan. 

  LAKIP n-1 Data berasal dari capaian output satu 

kecamatan selama satu tahun, laporan 

SPJ bendahara akhir tahun, laporan aset 

dan laporan keuangan akhir tahun. 

Banyaknya data yang harus 

dikumpulkan berpangaruh kepada 

waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan laporan. 

Semakin lama data disampaikan dari 

seksi/subbag terkait laporan tahunan, 



menyebabkan semakin lambatnya 

penyusunan laporan tahunan. 

  Dokumen Evaluasi 

terhadap Renja  

Adanya perubahan aturan dan kondisi 

yang mneyebabkan terkadan ada 

perencanaan yang sudah disusun tidak 

bisa direalisasikan atau harus 

disesuaikan. Misal: aturan terkait 

pengisian perangkat desa yang tadinya 

dari pilihan langsung ke seleksi tertulis. 

3. Penyesun

an 

Perencana

an Kerja 

SKPD 

Dokumen Rencana 

Kerja SKPD Tahun 

n+1, Rencana Kerja 

Tahun n, Perubahan 

Rencana Kerja 

Tahun n 

Ketersediaan SDM yang tidak 

sebanding dengan beban kerja, 

menyebabkan penyelesaikan dokumen-

dokumen tersebut agak terlambat. 

Jadwal penyusunan dokumen 

perencanaan yang sangat kejar-kejaran, 

menyebabkan penyusunan dokumen 

perencanaan tidak memiliki waktu yang 

cukup  (terburu-buru) yang berpengaruh 

kepada kualitas dokumen perencanaan, 

baik dari sisi ketepatan maupun kualitas. 

Kecenderungan perencanaan yang 

kurang inovatif dan hanya repetitif 

(pengulangan) dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

Kapasitan/kemampuan SDM 

Kecamatan dalam penyusunan 

perencanaan yang masih kurang, baik 

dalam dalam hal pemahaman terkait 

proses, aturan ataupun materi 

perencanaan. 

Tim anggaran di Kabupaten yang 

terkadang tidak satu kebijakan dalam 

satu kasus, menyebabkan kurang 

  Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) 

SKPD Tahun n+1, 

RKA Perubahan 

(RKAP) tahun n, 

Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) 

Tahun n, DPA 

Perubahan (DPAP) 

Tahun n 



optimalnya sebuah perencanaan. Misal; 

kegiatan Musrenbang di sebuah 

Kecamatan dengan jumlah desa lebih 

banyak, justru mendapatkan alokasi 

anggaran yang lebih sedikit. 

Sumber: Wawancara Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Berdasarkan uraian tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

penyusunan dokumen laporan keuangan semester I dan semester II dipengaruhi oleh 

laporan BUMD dan SPJ, karena apabila laporan BUMD dan SPJ mengalami 

keterlambatan, maka laporan keuangan semester I dan semester II juga mengalami 

keterlambatan. Salah satu kesulitan dalam menjalankan tugas di Subbagian Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi adalah keterlambatan laporan BUMD dan SPJ. 

Keterlambatan laporan BUMD juga dikarenakan keterlambatan berita acara 

penyerahan aset dari BKAD. Pembuatan laporan SPJ Januari-Desember terdapat 

kesulitan seperti belum adanya jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan 

terhambatnya penyerapan anggaran.  

“Online itu sudah untuk dari RKA baru DPA, kemudian untuk 

pelaporan yang online itu ya laporan hasil evaluasi kemudian Teppa itu sudah 

menggunakan online, nanti istilahnya untuk pengajuan anggaran, SPJ itu juga 

sudah menggunakan online”. (Wawancara dengan ibu Subiyati Kasubbag 

Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Rencana kerja anggaran dan dokumen perencanaan anggaran telah dilakukan 

secara online di Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, kemudian untuk tim 

evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran juga telah dilakukan secara online. 



Sebagian tugas-tugas Subbagian Keuangan dan Perencanaan telah dilaksanakan secara 

online, namun terdapat kendala dalam menjalankan tugas tersebut dikarenakan 

kekurangan sumber daya manusia atau pegawai yang mempuni dibidangnya, selain itu 

juga terdapat kendala dari komputer yang sering kali eror atau mati pada saat dipakai 

dan jaringan internet yang kurang memadai bahkan sering terjadi gangguan internet.  

“Rencana yang 2017 dibuat tahun 2016, nek yang 2018 dibuat 2017 

nah ini untuk 2019. Ini kemaren lagi baru aja suratnya turun suruh membuat 

juga, jadi terus terang untuk Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi kalau 

personilnya cuma ada dua. Ada tiga tapi yang satu sebagai bendahara sudah 

tidak bisa di otak atik, istilahnya untuk Kecamatan itukan keuangan sama 

perencanaan dijadikan satu sementara personilnya terbatas, terus terang tidak 

pernah berhenti pekerjaannya. Sedangkan di Kabupaten keuangan sendiri, 

perencanaan sendiri”. (Wawancara dengan ibu Subiyati Kasubbag Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, 

tanggal 7 Januari 2018). 

Untuk rencana kerja anggaran dibuat pada tahun sebelumnya, namun belum 

seleai tugas yang sebelumnya, sudah diberikan penugasan yang baru. Beban kerja dan 

waktu penyelesaian yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai membuat Subbagian 

Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi kewalahan karena pekerjaan yang tidak pernah 

berhenti. Satu pegawai difokuskan untuk menjadi bendahara Kecamatan, sehingga 

tidak bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas lainnya di Subbagian Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi.  

“Kita hanya tiga tapi kita optimalkan disini cuma yang satu yang satu 

kan sudah bukan. Bendahara sendirikan semua sudah serba online toh mbak, 

mau tidak mau kan beberapa pekerjaan sudah banyak, tidak bisa dimintai 

bantuan untuk mengerjakan ini itu sudah tidak mungkin lagi, istilahnya 

kasian”. (Wawancara dengan ibu Subiyati Kasubbag Keuangan, Perencanaan 



dan Evaluasi Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 

2018).  

Satu pegawai ditugaskan menjadi bendahara dan telah dilakukan secara online. 

Bendahara dengan tugas yang banyak, sehingga hanya fokus menyelesaikan tugas 

sebagai bendahara. Untuk tugas-tugas lainnya tidak bisa membantu mengerjakan 

karena tugas sebagai bendahara sudah cukup banyak dan cukup memakan waktu. Oleh 

karena itu perlunya penambahan jumlah pegawai di Subbagian Keuangan, Perencanaan 

dan Evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas, 

sehingga tidak ada penumpukan tugas dikarenakan kekurangan jumlah pegawai.  

“Komputer ini kan istilahnya secara online ya itu sering mati, kadang-

kadang sistemnya eror, waduh iki piye?. Komputer hidup tapi sistemnya mati 

itu juga kita kendala jadi kita mau ngoyak pas itu lah gimana ini nganu e 

sistemnya mati tapi ya sana yaudah menunggu, istilahnya saling mendukung 

SDM dan teknologinya sama baiknya”. (Wawancara dengan ibu Subiyati 

Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Sarana untuk mengerjakan tugas yang sering bermasalah seperti komputer yang 

sering mati dan sistem onlinenya juga mati membuat semakin kompleks tugas-tugas 

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi tersebut. Pekerjaan tertunda karena 

masalah tersebut, sehingga membuat menumpuknya pekerjaan. Oleh karena itu, untuk 

segera menyelesaikan tugas yang menumpuk dan dikejar waktu penyelesaian, maka 

dibutuhkan pegawai yang memadai serta komputer dan sistem yang baik. 

Keterbatasan sumber daya manusia di Subbagian Keuangan, Perencanaan dan 

Evaluasi, tidak sebanding dengan pelimpahan beban kerja sehingga berpengaruh pada 



ketepatan dan kecepatan pembuatan laporan serta realisasi kegiatan-kegiatan. Ilmu 

pengetahuan pegawai yang masih kurang terkait administarasi keuangan juga menjadi 

salah satu kendala dalam menjalankan tugas di Subbagian Keuangan, Perencanaan dan 

Evaluasi. Perubahan peraturan terkait administrasi keuangan secara tiba-tiba, berakibat 

pada pembuatan laporan-laporan karena pengawai harus mempelajari sesuai dengan 

peraturan yang baru. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan 

yang dikarenakan perubahan peraturan yang harus segara diterapkan dalam jangka 

waktu yang cukup singkat. perubahan peraturan menyebabkan perencanaan yang telah 

disusun tidak dapat direalisasikan, seperti peraturan terkait pemilihan perangkat desa 

yang semula dipilih secara langsung berubah menjadi seleksi tertulis.  

Pembuatan laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (per bulan) 

berasal dari data realisasi fisik dari seluruh seksi/subbagian dan data realisasi keuangan 

dari bendahara, apabila data-data tersebut mengalami keterlambatan maka akan  

menyebabkan laporan realisasi fisik dan keuangan akan terlambat. Pembuatan laporan 

tahunan n-1 berasal dari data-data capaian kerja Kecamatan selama satu tahun. Data-

data tersebut berupa laporan SPJ bendahara akhir tahun, laporan aset dan laporan 

keuangan akhir tahun. Data-data tersebut harus segera dikumpulkan dari seksi dan 

subbagian untuk penyusunan laporan tahunan oleh Subbagian Keuangan, Perencanaan 

dan Evaluasi. 

Penyusunan rencana kerja SKPD oleh Subbagian Keuangan, perencanaan dan 

evaluasi. Ketersedian sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja 



dan keterbatasan waktu menyebabkan keterlambatan penyusunan dokumen 

perencanaan. Hal tersebut berpangruh terhadap kualitas dan ketepatan perencanaan. 

Perencanaan yang cenderung kurang inovatif, namun lebih pada repetitif dari 

perencanaan tahun sebelumnya. 

2. Struktur Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah 

tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas 

tugas. Struktur tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi di Kantor 

Kecamatan Godean, sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Struktur Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

 

 

No. 

Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

 

Struktur 

Tugas 

 

Output 

Terhubung dengan 

(Internal/Masyarakat/Insta

nsi Lain) 

1. Kasubbag: 

Dra. Subiyati 

1. Simrenda (Sistem Informasi 

dan Manajemen Perencanaan 

Pembangunan Daerah) 

2. Simdalev (Sistem Informasi 

Capaian Pembangunan) 

3. Teppa (Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Penyerapan 

Anggaran) 

4. Sakip (Sistem Akuntansi 

Kinerja Instansi Pemerinta) 

5. Bendahara rutin kecamatan 

6. Membuat SPJ 

1. Internal: Camat, 

Sekretaris Camat, 

Kelompok Jabatan 

Fungsional dan semua 

Subbag dan Seks di 

Kantor Kecamatan 

Godean. 

2. Instansi lain: BKD 

(Badan Kepegawaian 

Daerah), BAPPEDA 

(Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah), 

dan bagian pembangunan 

2. Staff: 

Irawati, SE 

3. Staff: 

Surkiyah  



Sumber: Wawancara Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi memiliki 3 (tiga) pegawai 

yaitu: kepala subbagian dan 2 (dua) staff. Pelimpahan tugas yang banyak dengan 

jumlah pengawai tidak sebanding. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

mempunyai tugas-tugas sebagaimana telah disebut diatas, berikut pengertiannya: 

Simrenda merupakan aplikasi berbasis sistem informasi pembangunan daerah. 

Simrenda dibawah naungan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Simrenda digunakan untuk memudahkan mengolah data perencanaan program 

kegiatan secara cepar, tepat, mudah dan transparan. Teppa merupakan sistem informasi 

manajemen realisasi fisik dan keuangan.  

3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk 

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas. Subbagian Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi telah di fasilitasi teknologi untuk melaksanakan tugas, 

adapun uraiannya sebagai berikut: 

 

 

 

 



Tabel 3.7 Tingkat Teknologi yang Digunakan 

 

No. 

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Tingkat 

Teknologi 

Layanan Output 

1. Teknologi 

komputer 

(sebagai user) 

1. Aplikasi 

Simrenda. 

2. Aplikasi 

Simdalev. 

3. Aplikasi Teppa. 

4. Aplikasi e-Sakip. 

5. Bendahara rutin 

Kecamatan. 

6. Membuat SPJ 

1. Informasi dan layanan 

perencanaan pembangunan. 

2. Informasi dan layanan capaian 

pembangunan. 

3. Informasi dan layanan 

penyerapan anggaran. 

4. Informasi dan layanan kinerja 

instansi pemerintah. 

5. Laporan bendahara Kecamatan. 

6. Surat pertanggung jawaban. 

Sumber: Wawancara Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan Subbagian Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi, sarana teknologi komputer sebagai penunjang untuk 

melaksanakan tugas-tugas. Adapun layanan di Subbagian Keuangan, Perencanaan dan 

Evaluasi berupa aplikasi Simrenda menyediakan informasi dan layanan perencanaan 

pembangunan yang dapat diakses pegawai, aplikasi Simdalev menyediakan informasi 

dan layanan capaian pembangunan yang dapat diakses pegawai, aplikasi Teppa 

menyediakan informasi dan layanan penyerapan anggaran yang dapat diakses pegawai 

dan e-Sakip menyediakan informasi dan layanan kinerja instansi pemerinta yang dapat 

diakses pegawai. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi  selaku bendahara 

rutin Kecamatan dan membuat dokumen berupa laporan bendahara Kecamatan, 

disamping itu juga membuat surat pertanggung jawaban.  



 

4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

Kemampuan pegawai dala menggunakan teknologi sebagai bentuk 

pemanfaatan teknologi untuk menfasilitasi pegawai. Kemampuan pegawai dalam 

menggunakan teknologi di Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 8 Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

 

No. 

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Kemampuan Pegawai Output Kesulitan 

1.  Menata keuangan dan 

aset SKPD. 

Laporan keuangan. Kekurangan SDM. 

2.  Menyusun capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD. 

Laporan capaian dan 

ikhtisar kinerja SKPD. 

Kekurangan SDM. 

3. Menyusunan 

perencanaan kerja 

SKPD. 

Laporan perencanaan 

kerja SKPD. 

Kekurangan SDM. 

4. Bendahara Kecamatan. Laporan bendahara. Keterbatasan waktu. 

5. Membuat surat 

pertanggung jawaban. 

Surat pertanggung 

jawaban. 

Keterbatasan waktu. 

6. Admin aplikasi 

Simrenda. 

Informasi dan layanan 

perencanaan 

pembangunan 

Komputer sering mati 

dan gangguan 

sistem/jaringan online. 



7. Admin aplikasi 

Simdalev. 

Informasi dan layanan 

capaian 

pembangunan. 

Komputer sering mati 

dan ganggunan 

sistem/jaringan online. 

8. Admin aplikasi Teppa. Informasi dan layanan 

penyerapan anggaran. 

Komputer sering mati 

dan gangguan 

sistem/jaringan online. 

9. Admin aplikasi e-Sakip. Informasi dan layanan 

kinerja instansi 

pemerintah. 

Komputer sering mati 

dan gangguan 

sistem/jaringan online. 

Sumber: Wawancara Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi di Subbagian Keuangan, 

Perencanaan dan Evaluasi berupa menata keuangan dan aset SKPD, menyusun capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan menyusun perencanaan kerja SKPD, namun 

terdapat kesulitan dalam melaksakan tugas-tugas tersebut dikarenakan kekurangan 

sumber daya manusia. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi sebagai 

bendahara Kecamatan dan membuat surat pertanggung jawaban, namun dalam 

melaksanakan tugas ini juga terdapat kesulitan karena keterbatasan waktu dalam 

menyelesaiankan tugas karena dikejar target batas waktu penyelesaian. 

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi selaku admin aplikasi 

Simrenda, aplikasi Simdalev, aplikasi Teppa dan aplikasi e-Sakip mengalami kesulitan 

dalam melaksakan tugas tersebut dikarenakan komputer sering mati, gangguan sistem 

dan gangguan jaringan online. Semua aplikasi berbasis online terkendala apabila terjadi 

gangguan sistem dan jaringan online, terkadang sistem dan jaringan online tidak 



bermasalah namun komputer yang bermasalah atau sebaliknya. Oleh karena itu, harus 

saling menunjang antara sumber daya manusia dan sarana prasarana. 

3. Seksi Pemerintahan 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Seksi Pemerintahan diatur 

dalam bagian kedua pasal 10 Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 tahun 2016. Pasal 

10 menjelaskan bahwa Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian 

urusan pemerintah lingkup pemerintahan dilimpahkan Bupati.  

1. Kesulitan Tugas Seksi Pemerintahan 

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit 

informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan 

semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas 

audit. Kesulitan tugas Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Godean, sebagai 

berikut: 

 

 

 



Tabel 3.9 Kesulitan Tugas Seksi Pemerintahan 

 

No. 

Seksi Pemerintahan 

Tugas Output Analisis 

Kompleksitas 

1. Penyusunan rencana kerja Seksi 

Pemerintahan 

1. Rencana 

Kerja 

Anggaran 

(RKA) dan 

Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran 

(DPA), 

mencakup 

kegiatan 

dalam 1 tahun 

di Seksi 

Pemerintahan. 

2. Siklus 

tahunan desa. 

3. Pembinaan 

administrasi 

pemerintah 

desa. 

4. Perizinan 

usaha. 

 

1. Sumber daya 

manusia di 

Seksi 

Pemerintahan 

masih kurang. 

2. Peraturan 

daerah belum 

bisa 

direalisasikan 

pemerintah 

desa. 

3. Keterlambata

n APBD 

dikarenakan 

keterlambatan 

rancangan 

APBDes. 

2. Perumusan kebijakan teknis 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

umum, dan pembinaan dan 

pengawasan kegiatan desa. 

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan 

umum. 

4. Pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan desa. 

5. Pengoordinasian pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di 

tingkat Kecamatan. 

6. Pelaksanaan sebagian urusan 

pemerintahan lingkup 

pemerintahan yang dilimpahkan 

Bupati. 

7. Evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kerja Seksi 

Pemerintahan. 

Sumber: Wawancara Seksi Pemerintahan 



Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa: Seksi Pemerintahan 

masih kurang sumber daya manusia, oleh karena itu menyebabkan kurang optimal 

pencapaian kinerja.  

“Kendala utama disini SDM, ya kami teman ada 4 ya disini ada 7 desa 

ya, kemudian itupun belum ya, sebenarnya kegiatan cukup padat juga ya, mana 

2 bulan lagi akan pensiun berarti tinggal 2, seperti itu mbak”. (Wawancara 

dengan bapak Suparmo Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Kekurangan sumber daya manusia masih menjadi faktor pendukung kesulitan 

dalam melaksanakan tugas-tugas Seksi Pemerintahan. Adanya pegawai yang akan 

pensiun semakin menambah beban kerja pengawai karena beban kerja yang sama atau 

bahkan lebih tidak sebanding dengan jumlah pengawai, sehingga dibutuhkan waktu 

lama untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. 

“Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan berupa RKA menjadi 

DPA, ini adalah mencakup kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun di Seksi 

Pemerintahan itu. Kemudian yang ke 2 jadi kalau ini dalam hal pembinaan 

disini, pembinaan dan pengawasannya. Istilahnya gini jadi Seksi Pemerintahan 

ini tadikan membantu bapak Camat ya dalam hal ini membina ke wilayah-

wilayah di Kecamatan Godean ini di arahkan ke pemerintah desa”. 

(Wawancara dengan bapak Suparmo Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Untuk pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan 

terhadap pemerintah desa dilakukan sebanyak 4 bulan sekali atau tergantung dengan 

kebutuhan. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan guna untuk mendampingi 

pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan. Seksi 

Pemerintahan harus turun langsung ke lapangan dalam melaksanakan pembinaan dan 



mengawasan, karena kurangnya sumber daya manusia di Seksi Pemerintahan 

menyebabkan terbatasnya waktu untuk melaksanakan tugas turun langsung ke 

lapangan, karena harus membagi waktu untuk melaksanakan tugas lainnya. 

“Untuk gandeng antara adanya aturan yang disepakati tapi pemerintah 

desa belum bisa memenuhi, kenapa belum bisa diterapkan? Itu karena kepala 

desanya, bagaimana memenuhi”. (Wawancara dengan bapak Suparmo Kasi 

Pemerintahan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tanggal 7 Januari 

2018). 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Seksi Pemerintahan sangat 

dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa. Keterbatasan sumber daya 

manusia menjadi tantangan tersendiri dalam mengatasi masalah tersebut. Seksi 

Pemerintahan harus berkerja keras untuk menegakkan peraturan yang harus diterapkan 

di desa. Untuk itu Seksi Pemerintahan mendampingi kepala desa agar dapat 

menerapkan peraturan tersebut.  

“Laporan disini wujudnya kalo laporannya sifatnya kalo pemerintah 

desa untuk Kecamatan sifatnya kita hanya merekomendasi ya, tapi wujud 

laporannya hanya sebagai lewat, karena pak Lurah melaporkan Kabupaten 

melalui Camat. Pemerintah desa berkewajiban membuat siklus tahunan desa 

berkaitan dengan anggaran. Yang jelas gini mbak jadi disini itu istilahnya 

memfasilitasi karena roh di pemerintah desa itu yang disebut siklus tahunan 

desa, itu bisa didalam siklus itukan bermacam-macam ada BPDes, Perdes dll”. 

(Wawancara dengan bapak Suparmo Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Kasi Pemerintahan memfasilitasi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan 

untuk selanjutnya disampaikan ke Camat, kemudian disampaikan ke Kabupaten. 

Kewajiban pemerintah desa membuat siklus tahunan seperti APBDes, namun terlebih 

dahulu membuat RAPBDes yang diserahakan ke Seksi pemerintahan. Keterlambatan 



penyerahan RAPBDes ke Seksi Pemerintahan sering kali terjadi menyebabkan 

keterlambatan APBDes.  

“Sebenarnya hari ini terakhir pemerintah desa membuat RAPBDes, 

tapi kenyataannya disini dari 7 desa baru 4 yang masuk yang 3 belum, ya itu 

biasalah. Karena disini tidak bisa membedakan harus banya menfasilitasi dan 

mengingatkan endi RAPBDes 2018?. Ini baru pengantarnya harus segera 

dikirim ke Kabupaten agar bisa ditetapkan APBDes. Kalau APBDes sudah 

ditetapkan oleh pemerintah desa itu berarti kan bisa melaksanakan kegiatan 

karena keuangan harus masuk di APBDes semuakan”. (Wawancara dengan 

bapak Suparmo Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Seksi Pemerintahan tidak mempunyai kapasitas untuk mendesak pemerintah 

desa terkait dengan RAPBDes. Seksi Pemerintahan hanya memfasilitasi dan 

mendampingi pemerintahan desa terkait hal tersebut. Oleh karena itu, apabila ada 

keterlambatan laporan, Seksi Pemerintahan tidak memiliki kewenangan lebih. 

2. Struktur Tugas Seksi Pemerintahan 

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah 

tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas 

tugas. Struktur tugas Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Godean, sebagai 

berikut: 

 

 

 



Tabel 3.10 Struktur Tugas Seksi Pemerintahan 

 

 

No. 

Seksi Pemerintahan 

 

Struktur 

Tugas 

 

Output 

Terhubung dengan 

(Internal/Masyarakat/Instansi Lain) 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Kasi: F. 

Suparmo 

Staff: 

Iswindarti 

Staff: Afiani 

Staff: 

Sukirlam 

Staff: 

Supardi 

Staff: 

Warjiono. 

1. Perpajakan 

2. Keuangan 

seksi 

3. Kelembagaa

n dan 

Monografi 

4. APBDes/Sik

lus tahunan 

5. Pertanahan 

1. Internal: Camat, Sekretaris Camat, 

Kelompok Jabatan Fungsional dan 

semua Subbag dan Seks di Kantor 

Kecamatan Godean. 

2. Masyarakat: Pemerintah Desa 

3. Instansi lain: Dinas PMD (Dinas 

pemberdayaan Masyarakat dan Desa), 

BKAD (Badan Keuangan dan Aset 

Daerah), Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas 

Sumber Daya Air, Energi dan 

Mineral. 

Sumber: Wawancara Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan memiliki enam (6) pegawai diantaranya satu (1) kepala 

Seksi Pemerintahan dan lima (5) staff. Adapun tugas-tugas berupa mengurus bidang 

perpajakan, keuangan seksi, kelembagaan dan monografi, APBDes/siklus tahunan dan 

pertanahan. 

“Staffnya ada 5, satu tinggal 1 bulan lagi pensiun. Biasanya kami 

sebenarnya sistem ketugasannya bersama-sama tapi ada misalkan pak Supardi 



mengurus APBDes, pak Warji mengurus pertanahan, pak Sukirman mengurus 

monografi, tapi itu nanti ke lapangan bareng-bareng”. (Wawancara dengan 

bapak Suparmo Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa di Seksi Pemerintahan 

terdapat lima (5) staff, namun dikarenakan satu (1) staff akan pensiun, maka tersisa 

empat (4) staff. Seksi Pemerintahan telah ada pembagian tugas di masing-masing staff, 

namun untuk penugasan dilapangan dilakukan bersama-sama.  

“Terhubung dengan BKAD itu masalah pajak ya, terus pertanahan 

terus kalau sekarang perhubungan terkait perparkiran terkait retribusi”. 

(Wawancara dengan bapak Suparmo Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Seksi Pemerintahan 

dalam menjalankan tugas-tugas terkait dengan perpajak terhubung dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk tugas-tugas 

terkait dengan pertanahan terhubung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Untuk tugas-tugas terkait dengan perparkiran 

dan retribusi terhubung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu Dinas 

Perhubungan. Untuk monografi terhubung dengan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan 

Mineral dan untuk APBDes/siklus tahunan terhubung dengan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa.  

“Internal dengan semuanya, seperti Seksi Ekobang, semua seksi tetap 

terkait makanya ada koordinasi”. (Wawancara dengan bapak Suparmo Kasi 

Pemerintahan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 

Januari 2018). 



Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Seksi Pemerintahan 

dalam menjalankan tugas-tugas juga melakukan koordinasi dengan semua perangkat 

di kantor Kecamatan Godean. Oleh karena itu Seksi Pemerintahan dalam menjalankan 

tugas-tugas terhubung dengan seluruh perangkat internal Kantor Kecamatan Godean.  

3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk 

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas. Seksi Pemerintahan telah di 

fasilitasi teknologi untuk melaksanakan tugas, adapun uraiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Tingkat Teknologi yang Digunakan 

 

No. 

Seksi Pemerintahan 

Tingkat 

Teknologi 

Layanan Output 

1.  Teknologi 

komputer 

(sebagai user) 

1. Pembinaan 

administrasi 

pemerintah desa. 

2. Perizinan usaha. 

3. Perpajakan. 

4. Pertanahan. 

1. Laporan. 

2. Rekomendasi izin usaha. 

3. Rekomendasi surat 

perpajakan 

4. Rekomendasi surat 

kepemilikan tanah. 

Sumber: Wawancara Seksi Pemerintahan 

Berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan di Seksi Pemerintahan 

menggunakan sarana teknologi komputer sebagai user untuk menunjang melaksanakan 

tugas-tugas. Adapun layanan di Seksi Pemerintahan berupa pembinaan administrasi 

pemerintahan desa, perizinan usaha, perpajakan dan pertanahan. Untuk pembinaan 

adminstrasi pemerintah desa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi 



desa. Seksi Pemerintahan memberikan surat rekomendasi untuk perizinan usaha, 

perpajakan dan pertanahan, untuk selanjutnya surat rekomendasi diberikan ke Dinas 

terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat-surat terkait 

dengan surat rekomendasi tersebut.  

4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

Kemampuan pegawai dala menggunakan teknologi sebagai bentuk 

pemanfaatan teknologi untuk menfasilitasi pegawai. Wawancara dengan Seksi 

Pemerintahan terkait dengan kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi, 

adapun indikator pertanyaan berupa kemampuan pegawai, output/hasil dari 

pelaksanaan tugas, kesulitan seperti apa saja kesulitan yang dihadapi pegawai dalam 

melaksanakan tugas tersebut. Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi di 

Seksi Pemeerintahan, sebagai berikut: 

Tabel 3.12 Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

 

No. 

Seksi Pemerintahan 

Kemampuan Pegawai Output Kesulitan 

1. Membuat RKA dan DPA. RKA dan DPA. Kekurangan SDM. 

2. Pembinaan administrasi 

pemerintah desa. 

Laporan 

pembinaan. 

Realisasi peraturan 

daerah. 

3. Rekomendasi izin usaha. Surat rekomendasi Kekurangan SDM dan 

keterbatasan waktu. 

4. Rekomendasi surat 

perpajakan. 

Surat rekomendasi Kekurangan SDM dan 

keterbatasan waktu. 



5. Rekomendasi surat 

kepemilikan tanah. 

Surat rekomendasi Kekurangan SDM dan 

keterbatasan waktu. 

6. Mengurus keuangan seksi Laporan keuangan Kekurangan SDM. 

7. Kelembagaan dan 

monografi Kecamatan. 

Laporan Kekurangan SDM. 

Sumber: Wawancara Seksi Pemerintahan 

Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi di Seksi Pemerintahan 

untuk melaksanakan tugas-tugas berupa membuat RKA dan DPA, membuat surat 

rekomendasi izin usaha, membuat surat rekomendasi perpajakan, membuat surat 

kepemilikan tanah, mengurus dan membuat laporan keuangan seksi dan kelembagaan 

dan monografi, namun dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut terdapat kesulitan 

karena kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu. Seksi Pemerintahan 

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah desa, namun dalam melaksanakan 

tugas tersebut terdapat kesulitan karena pemerintah desa belum merealisasi peraturan 

daerah terkait. 

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban telah di atur dalam bagian ketiga Pasal 12 

Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan 



peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup 

ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan bupati.  

1. Kesulitan Tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit 

informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan 

semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas 

audit. Kesulitan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kantor Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, ialah sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Kesulitas Tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

 

No. 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Tugas Output Analisis Kompleksitas 

1. Pengawal dan penegak 

peraturan daerah 

1. Laporan pengawal 

dan penegak 

peraturan daerah. 

2. Laporan 

pembinaan 

ketentraman dan 

ketertiban. 

3. Laporan 

pembinaan 

wawasan 

kebangsaan. 

4. Laporan 

pembinaan 

LINMAS di 

Kecamatan 

Godean. 

5. Laporan 

pembinaan PKL. 

1. Kekurangan sumber 

daya manusia 

dibagian 

administrasi 

menyebabkan 

keterlambatan 

laporan dan 

terlupakan 

pembuatan laporan 

dikarenakan 

pegawai harus 

terjun langsung ke 

lapangan.  

2. Sumber daya 

manusia secara 

kuantitas sudah 

cukup, namun 

secara kualitas 

masih kurang. 

2. Pembina ketenteraman 

dan ketertiban 

3. Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

4. Pembinaan LINMAS 

(Perlindungan 

Masyarakat) di 

Kecamatan Godean 

setiap bulan 

5. Pembinaan PKL 

(Pedagang Kaki Lima) 

seperti pengalokasian, 



memberikan masukan 

dan saran. 

6. Laporan 

pembinaan 

KAMLING.   

6. Pembinaan keamanan 

KAMLING (Keamanan 

Lingkungan) satu bulan 

sekali. 

Sumber: Wawancara Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka dijelaskan bahwa Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban dalam menjalankan tugas-tugas terkendala oleh kesulitan yang 

dikarenakan kekurangan sumber daya manusia. Untuk administrasi di Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban masih kekurangan sumber daya manusia yang 

menyebabkan keterlambatan laporan-laporan, hal tersebut dikarenakan pegawai 

disibukkan dengan tugas dilapangan. Jika dilihat dari segi kuantitas sumber daya 

manusia sudah mencukupi, namun secara kualitas sumber daya manusia dalam 

melaksanakan tugas-tugas masih terdapat kekurangan.   

“Yang jelas dari sisi tupoksi dari regulasi di Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban adalah satu pengawal dan penegak perda, kemudian pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban garis besarnya itu. Tugas yang lain banyak 

namum intinya itu termasuk pembinaan wawasan kebangsaan”. (Wawancana 

dengan bapak Sudarmanto Kasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kantor 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban mengampu tugas pokok yaitu pembinaan ketenteraman dan ketertiban. 

Untuk tugas-tugas lainnya masih banyak dan masih dalam lingkup ketenteraman dan 

ketertiban. Salah satu tugas lainnya ialah pengawal dan penegak perda, Seksi 



Ketenteraman dan Ketertiban dalam hal ini melaksanakan pembinaan dan sosialisasi 

terhadap pemerintah desa untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban bersama.  

“Outputnya jadi begini mbak, Peraturan Daerah dibuat untuk 

dilaksanakan oleh masyarakat, Perda yang ada di Kabupaten Sleman misalnya 

ya tentang PKL, kemudian tentang miras, kemudian tentang perizinan. kita 

selaku trantib ya di Kecamatan itu tugasnya satu adalah pengawasan, yang 

kedua pembinaan, yang ketiga kalau ada pelanggaran memberikan peringatan, 

seperti itu nggih. Kalau sudah sampai diperingatan kok masih belum kalau 

terjadi pelanggaran ya belum bisa teratasi eksekusi dari Kabupaten Satpol PP 

itu. Laporan bagian dari dokumen namun yang penting kita ke eksekusinya”. 

(Wawancara dengan bapak Sudarmanto Kasi Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 

2018). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban melaksanakan penegakan peraturan daerah kepada masyarakat yang 

dilakukan secara dengan 3 (tiga) tahap, yaitu melakukan pengawasan implementasi 

peraturan daerah oleh masyarakat, kemudian melakukan pembinaan kepada 

masyarakat, dan yang terakhir memberikan peringatan apabila adanya pelanggaran 

pada implementasi peraturan daerah tersebut. Jika sudah diberi peringatan namun 

masih melakukan pelanggaran, maka akan diserahkan ke pihak berwenang Pemerintah 

daerah Kabupaten Sleman yaitu Satpol PP untuk ditindaklanjuti. 

“Yang terakhir kita masalah limbah babi sama limbah pembuatan 

arang, karena kalo di masyarakat mau beternak ada regulasinya dilokalisir 

dsb. Namun untuk sampai itu tidak mungkin. Menimbulkan suatu konflik entah 

bau, mungkin limbah. Ada pro kontra jadi kita harus hati-hati, ada 

pendekatan”. (Wawancara dengan bapak Sudarmanto Kasi Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, 

tanggal 7 Januari 2018). 



Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban melakukan pendekatan terhadap kasus yang berpotensi adanya konflik. 

Pedekatan dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik.   

“Begini mbak untuk internal kita kan ya namanya kantor Kecamatan 

kan cuma kecil ya, nek kita supaya terjadi persamaan persepsi diluar nanti ada 

pertanyaan dari masyarakat ketika kita menyelesaikan segala sesuatu mesti 

koordinasi dengan Seksi Pemerintahan, kemudian kadang dengan Seksi 

Ekobang, kalau itu misalnya ada konflik pembangunan dan bencana alam terus 

dengan perijinan itu pelayanan umum” . (Wawancara dengan bapak 

Sudarmanto Kasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kantor Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban saling berkoordinasi dengan seksi-seksi lainnya. Koordinasi dilakukan 

baik yang berkaitan dengan tugas-tugas kantor maupun urusan dilapangan. Koordinasi 

dilakukan untuk persamaan persepsi di masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan 

kejelasan informasi karena Subbagian dan Seksi selalu melakukan koordinasi. 

Koordinasi internal di Kantor Kecamatan dilakukan untuk masyarakat, selain itu juga 

untuk kekompakan tim di internal di Kantor Kecamatan Godean. 

“Eksternal tergantung jenisnya , jenis kasusnya, kalau kita keluar ya 

belum hal ini terait dengan terutaman untuk penegakan Perda ya juga untuk 

pembinaan yang bersifat ada keamanan mesti ajak koramil dan polsek dalam 

pembinaan Linmas juga melibatkan itu. Kalau penyelesaian permaslahan kita 

juga melibatkan pemerintah wilayah adalah desa juga makin kebawah lagi 

dukuh. Kalau kita usahakan selesai dibawah bisa ketua LPMD, ketua BPD, Rt 

Rw dsb karang taruna kalau bisa masuk ke itu semua. Kitakan mengutamakan 

koordinasi. (Wawancara dengan bapak Sudarmanto Kasi Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 

Januari 2018). 



Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban melakukan penegakan peraturan daerah dan pembinaan juga dibantu 

oleh koramil dan polsek. Apabila ada permasalahan lingkup desa, Seksi Ketenteraman 

dan ketertiban mengusahakan menyelesaikan masalah dalam dilingkup desa juga. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara koordinasi.  

2. Struktur Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah 

tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas 

tugas. Struktur tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kantor Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, ialah sebagai berikut: 

Tabel 3.14 Struktur Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

 

 

No. 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

 

Struktur Tugas 

 

Output 

Terhubung dengan 

(Internal/Masyarakat/Instansi 

Lain) 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Kasi: 

Sudarmanto, S. H 

Staff: Iknatis 

Suranto . 

Staff: Widodo. 

Staff: Syaifudin. 

Staff: Muryadi. 

1. Piket 

Transtib 

2. Administrasi 

3. Laporan dan 

Dokumen 

1. Internal: Camat, Sekretaris 

Camat, Kelompok Jabatan 

Fungsional dan semua Subbag 

dan Seks di Kantor Kecamatan 

Godean. 

2. Masyarakat: Pemerintah Desa 

dan Tokoh Masyarakat. 

3. Instansi lain: Koramil dan 

Polsek. 



5. 

Sumber: Wawancara Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai 1 (satu) kepala seksi dan 

3(tiga) staff. Adapun tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berupa piket trantib, 

mengelola administrasi dan membuat laporan/dokumen. Piket trantib dilakukan dalam 

lingkup desa bersama dengan Koramil dan Polsek. Piket trantib untuk meningkatkan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Seksi Ketenteraman dan dan Ketertiban 

berserta Koramil dan Polsek melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan 

dengan ketenteraman dan ketertiban. Untuk urusan administrasi dan pembuatan 

laporan/dokumen dilaksanakan bersama-sama oleh kepala seksi dan staff. Untuk 

urusan pelaksanaan tugas dilapangan juga dilakukan bersama-sama.  

3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk 

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas. Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban telah di fasilitasi teknologi untuk melaksanakan tugas, adapun uraiannya 

sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 3.15 Tingkat Teknologi yang Digunakan 

 

No. 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Tingkat 

Teknologi 

Layanan Output 

1. Teknologi 

komputer 

(sebagai user) 

1. Pengawal dan penegak perda.  

2. Pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban. 

3. Pembinaan wawasan kebangsaan. 

4. Pembinaan Linmas. 

5. Pembinaan PKL. 

6. Pembinaan Kamling. 

1. Sosialisasi. 

2. Koordinasi. 

3. Lokalisasi 

Sumber: Wawancara Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban menggunakan teknologi komputer sebagai user untuk menunjang dalam 

melaksanakan tugas-tugas. Adapun layanan di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

berupa pengawal dan penegakan peraturan daerah, pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan Linmas, pembinaan PKL, dan 

pembinaan Kamling.  

Pengawal dan penegakan peraturan daerah dilaksanakan dengan melakukan 

sosialisasi terhadap pemerintah desa atau masyarakat. Pembinaan Linmas dilakukan 

dengan memberikan sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, 

seperti untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dan limbah. 

Untuk pembinaan PKL dilakukan dengan memberikan arahan dan masukan, apabila 

ada pelanggaran dilakukan lokalisasi terhadap PKL. Pembinaan Kamling dilakukan 

untuk meningkatkan keamaan lingkungan masyarakat.  



4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

Kemampuan pegawai dala menggunakan teknologi sebagai bentuk 

pemanfaatan teknologi untuk menfasilitasi pegawai. Kemampuan pegawai dalam 

menggunakan teknologi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, sebagai berikut: 

Tabel 3.16 Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

 

No. 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Kemampuan Pegawai Output Kesulitan 

1. Mengawal dan menegakkan perda. Sosialisasi. 1. Kekurangan 

SDM. 

2. Keterbatasan 

waktu. 

3. Keterbatasan 

sarana dan 

prasarana. 

2.  Membina ketenteraman dan 

ketertiban. 

Membina. 

3. Membina wawasan kebangsaan. Pembimbingan.  

4. Membina Linmas. Koordinasi. 

5. Membina PKL. Lokalisasi. 

6. Membina Kamling. Koordinasi. 

7. Piket trantib ke lapangan. Pengawasan. 

8. Mengurus administrasi. Laporan. 

9. Membuat laporan dan dokumen. Laporan dan 

dokumen. 

Sumber: Wawancara Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi di Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban untuk melaksanakan tugas berupa mengawal dan menegakan peraturan 

daerah, membina ketenteraman dan ketertiban, membina wawasan kebangsaan, 



membina Linmas, membina PKL dan membina Kamling, namun dalam melaksanakan 

tugas tersebut terdapat kesulitan dikarenakan kekurangan sumber daya manusia di 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Untuk tugas lainya di Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban yaitu piket trantib ke lapangan, namun adanya kesulitan dalam 

melaksanakan tugas ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti 

kendaraan dinas dan peralatan lainnya.  

Untuk urusan administrasi dan membuat laporan/dokumen di Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban juga terdapat kesulitan berupa keterbatasan waktu karena 

harus dikejar waktu penyelesaian tugas tersebut, sedangkan waktu telah terbagi untuk 

kegiatan lainnya sepeti pembinaan dan turun lapangan. Oleh karena sumber daya 

manusia yang kurang memadai di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, sehingga tidak 

bisa membagi pegawai ke tugas masing-masing.   

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan telah diatur dalam bagian keempat 

Pasal 14 Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, 

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan 



melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan 

yang dilimpahkan Bupati. 

1. Kesulitan Tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit 

informasi yang terkandung terkait suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan semakin 

tinggi pula, sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas audit. 

Kesulitan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan di Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, ialah sebagai berikut: 

Tabel 3.17 Kesulitan Tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

 

No. 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Tugas Output Analisis 

Kompleksitas 

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang 

ekonomi, mencakup: 

a. Potensi daerah; 

b. Pemberdayaan masyarakat dan 

kelompok usaha (pendampingan 

dilapangan); 

c. Monev pelaksanaan 

pembangunan. 

Laporan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

bidang 

ekonomi  

1. Permasalahan 

masyarakat 

terkait sampah. 

2. Terlalu banyak 

usulan dari 

masyarakat 

sehingga tidak 

semua usulan 

dapat diampu. 

3. Kekurangan 

sumber daya 

manusia. 

2. Pemberdayaan masyarakat di bidang 

fisik, mencakup: 

a. Pembinaan kelompok tani; 

b. Pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Adipura (kebersihan 

lingkungan); 

Laporan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

bidang fisik 



d. Pelaksanaan kegiatan dan 

pelaksanaan pembangunan; 

e. Monev kegiatan dan pelaksanaan 

pembangunan 

3. Musrenbang dengan pemerintah 

desa, mencakup: 

a. Peningkatan kualitas pelayanan 

publik; 

b. Pengerakan sektor strategis; 

c. Pemereataan pembangunan; 

d. Kualitas hidup; 

e. Ketenteraman, ketertiban dan 

kenyamanan; 

f. Meningkatkan kerukunan 

masyarakat dalam budaya dan 

kesetaraan gender; 

Laporan 

pelaksanaan 

musrenbang 

Sumber: Wawancara Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Berdasarkan tabel kesulitan tugas diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang 

telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa kesulitan tugas yaitu permasalahan 

masyarakat terkait sampah karena kurang pemahaman dalam mengelola sampah dan 

kesadaran untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat. Terlalu banyak usulan dari 

masyarakat sehingga tidak semua usulan dapat diampu karena Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan harus memilih dari beberapa usulan, kemudian akan mengampu usulan 

yang merupakan prioritas. Seksi Perekonomian dan Pembanguna juga terdapat 

kesulitan tugas dikarenakan kekurangan sumber daya manusia.  

“Ada tiga point yang pertama musrenbang, yang kedua pemberdayaan 

masyarakat bidang fisik, yang ketiga pemberdayaan masyarakat bidang 

ekonomi. Selain kegiatan itu pertama dari musrenbang itukan kita 

mengumpulkan semua pemerintah desa dari perencanaan, seksi, kepala desa, 



tokoh masyarakat, tokoh pemuda, darma wanita, PKK sekecamatan Godean. 

Sehingga dari masing-masing tadi menghasilkan usulan-usulan, nanti 

dirumuskan pada musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan, nanti 

ouputnya hasil daripada usulan dari masing-masing tujuh desa”. (Wawancara 

dengan bapak Khoironi Staff Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Seksi 

Perekenomian dan Pembangunan melakukan musrenbang bersama dengan pemerintah 

desa. Musrenbang membahas tentang pemberdayaan masyarakat dibidang fisik dan 

pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi. Musrenbang menghasilkan usulan-

usulan dari pemerintah desa, kemudian akan dibahas saat musrenbang di Kecamatan. 

Untuk hasil akhir dari musrenbang merupakan usulan dari 7 (tujuh) desa di Kecamatan 

Godean.  

“Musrenbang ada enam point, pertama peningkatan kualitas 

pelayanan publik, yang kedua mewujudkan kemandirian menggunakan sektor-

sektor strategis termasuk perdagangan, pariwisata, yang ketiga pemerataan 

pembangunan sampai tingkat desa, yang keempat peningkatan kualitas hidup 

manusia, termasuk Paud, forum anak, gelar potensi pemuda, berkaitan dengan 

generasi, terus yang kelima peningkatan ketenteraman, ketertiban dan 

kenyamanan, itu termasuk program pelatihan terkait dengan ketenteraman, 

ketertiban dan kenyamanan, yang keenam yang terakhir meningkatkan 

kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan 

gender, saya kasih contoh meningkatkan kerukunan masyarakat, meningkatkan 

apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Outpunya 

dari usulan-usulan dari beberapa tokoh masyarakat, dari perangkat dsb”. 

(Wawancara dengan bapak Khoironi Staff Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 

Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam musrenbang 

terdapat beberapa point mencakup berbagai aspek di pemerintah desa. Hasil dari 

musrenbang berupa usulan-usulan pemerintah desa terkait dengan bahasan dalam 



point-point tersebut. Untuk selanjutnya usulan tersebut diserahkan ke Pemerintah 

Daerah Kabupaten, sehingga Kabupaten yang berhak menentukan usulan yang dapat 

dikabulkan dan usulan yang ditolak.  

“Fisik di Godean itu 70%, untuk perekonomian 30% terkait Pupm nya 

tapi usulan yang lain dari pemerintah desa dari itu nanti dipengampu SKPD 

Kabupaten sampu nggak dan usulan ini dari Kabupaten ada program sesuai 

nggak dengan usulan dari desa, suatu contoh mungkin ada pembuatan 

drainase, jalan, terkait sampah, terkait kebersihan lingkungan dsb”. 

(Wawancara dengan bapak Khoironi Staff Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 

Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan memprioritaskan pembangunan dibidang fisik 

sebesar 70% dan pembangunan dibidang perekonomian sebesar 30%. Adapun untuk 

pembangunan dibidang fisik berupa pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan 

kegiatan dan pelaksanaan pembangunan, monev kegiatan dan pelaksanaan 

pembangunan, adipur dan pembinaan kelompok tani, sebagai contohnya pembuatan 

drainase, jalan, pengelolaan sampah dan lingkungan. Untuk pembangunan dibidang 

ekonomi berupa pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha dan meningkatan 

potensi perekonomian daerah.  

“Pemberdayaan masyarakat bidang fisik terkait dengan satu kelompok 

tani, yang kedua pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah, terus penilaian 

kota sehat/adipura, termasuk kegiatan monev fisik, ada evaluasi kegiatan fisik 

yang ada di Kecamatan, evaluasi pelaksanaan pembangunan”. (Wawancara 

dengan bapak Khoironi Staff Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggla 7 Januari 2018). 



Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa pemberdayaan 

masyarakat dibidang fisik terkait dengan berbagai aspek di pemerintah desa. Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan melakukan pembinaan kepada kelompok tani. 

Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan 

sampah. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan 

di pemerintah desa lingkup Kecamatan Godean.  

“Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi terkait dengan potensi 

daerah, terkait dengan produksi dan industri dsb yang ada di wilayah, terus 

pemberdayaan masyarakat dengan kelompok usaha termasuk pendamping di 

lapangan”. (Wawancara dengan bapak Khoironi Staff Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 

Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha, 

menggali potensi usaha di Kecamatan.  

“Saya kira terkait dengan kesulitan terkait kebersihan dan sampah, 

masyarakat belum bisa memahami akan dampak lingkungan karena sekarang 

pengelolaan sampah kemana menjadi masalah ini memang masyarakat belum 

bisa menyadari kaitan pengelolaan sampah terutama, itukan nanti termasuk 

lingkungan, sampah dsb”. (Wawancara dengan bapak Khoironi Staff Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan mengampu terkait dengan lingkungan, namun 

adanya kesulitan dikarenakan masyarakat belum memahami pengelolaan sampah dan 



dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri 

bagi Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas-tugas.  

“Banyak kendala-kendalanya desa itukan banyak sekali usulan yang 

diampu SKPD kan, suatu contoh desa mengajukan beberapa kegiatan terutama 

semua diajukan tapi satu dua mungkin tidak sama sekali diampu Kabupaten 

dari usulan-usulan tersebut”. (Wawancara dengan bapak Khoironi Staff Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, tanggal 7 Januari 2018).  

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan menerima banyak usulan dari desa, namun yang 

hanya beberapa usulan yang diterima oleh Kabupaten atau bahkan ditolak. Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan tidak mempunyai wewenang untuk nemerima atau 

menolak usulan-usulan dari pemerintah desa.  

2. Struktur Tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah 

tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas 

tugas. Struktur tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan di Kantor Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 3.18 Struktur Tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

 

 

No. 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan  

 

Struktur 

Tugas 

 

Output 

Terhubung dengan 

(Internal/Masyarakat/Instansi 

Lain) 

1. 

 

2. 

3. 

Kasi: Sarjiman, 

S.P, M. M. A 

Staff: Jumiron. 

Staff: Khoironi. 

1. Bendahara barang 

di Kecamatan 

Godean. 

2. Bendahara Gaji di 

Kecamatan 

Godean. 

3. Laporan 

Persemester. 

4. Laporan Bulanan. 

1. Internal: Camat, Sekretaris 

Camat, Kelompok Jabatan 

Fungsional dan semua 

Subbag dan Seks di Kantor 

Kecamatan Godean. 

2. Masyarakat: Pemerintah desa 

dan Masyarakat. 

3. Instansi lain: UPT 

Pendidikan, UPT Pertanian, 

Puskesmas, Koramil dan 

Sektor, Dinas Lingkungan 

Hidup, BAPPEDA, Dinas 

Perindustrian, Perdagangan 

dan Penanaman Modal,Dinas 

Pekerjaan Umum, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, Dinas Pertanian, 

Pangan, Perikanan dan Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah. 

Sumber: Wawancara Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Berdasarkan tabel struktur tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

memiliki 3 (tiga) pegawai, diantaranya 1 (satu) kepala seksi dan 2 (dua) staff. Adapun 

tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan ialah berupa bendahara barang dan 

bendahara gaji di Kecamatan Godean, membuat laporan bulanan dan persemester.  

“Staffnya cuma dua tapi nek dilihat dari volume kegiatan di 

Perekonomian dan Pembangunan itukan memang kurang personil karena 



banyak kegiatan dari SKPD melibatkan Perekonomian dan Perencanaan 

semua”. (Wawancara dengan bapak Khoironi Staff Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 

Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan masih kekurangan sumber daya manusia. Beban 

kerja yang banyak dari SKPD yang melibatkan Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan. Oleh karena itu perlunya untuk menambah jumlah pegawai sesuai 

dengan beban kerja. 

“Staff Perekonomian dan Pembangunan pak Jumirun ada tugas terkait 

dengan bendahara barang di Kecamatan dan Perekonomian dan 

Pembangunan, jadi pekerjaan ganda, sasarannya bidang fisik tapi 

pelaksanaannya bareng-bareng. Bendahara barang laporan persemester atan 

enam bulan sekali”. (Wawancara dengan bapak Khoironi Staff Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas telah dibagi masing-

masing penugasannya untuk pembendaharaan dan laporan bendahata persemester, 

perekonomian dan pembangunan. Untuk bidang fisik dilakukan bersama-sama.  

“Saya bidang ekonomi tapi pelaksanaan bareng-bareng, saya juga 

sebagai bendahara gaji jadi double, jd kurang personil. Nek saya kan tiap 

bulan laporannya, kan gaji tiap bulan”. (Wawancara dengan bapak Khoironi 

Staff Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 



Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa staff memiliki 

tugas ganda, disamping menjadi bendahara gaji juga mengurus dibidang ekonomi. 

Untuk pelaporan bendahara gaji dilakukan setiap bulan. Untuk bidang ekonomi 

pelaksanaan dilapangan dilakukan bersama-sama.  

“Yang di Kecamatan UPT Pendidikan, terus Puskesmas, UPT 

Pertanian, termasuk Koramil Sektor terkait abri masuk desa. UPT Pendidikan 

karena ada lomba adiwiyata, dinas lingkungan hidup, terus Bappeda, terus 

Koperasi, Dinas PU, Dinas PMD terkait kelompok usaha tadi, termasuk juga 

Bumdes kan termasuk perekonomian. Dinas DPKAD terkait penguatan modal 

yang ada kelompok masyarakat, pinjaman”. (Wawancara dengan bapak 

Khoironi Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya terhubung dengan 

SKPD pemerintah daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan urusannya.  

3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk 

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas. Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan telah di fasilitasi teknologi untuk melaksanakan tugas, adapun uraiannya 

sebagai berikut: 

 

 



Tabel 3.19 Tingkat Teknologi yang Digunakan 

 

No. 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Tingkat 

Teknologi 

Layanan Output 

1. Teknologi 

komputer 

(sebagai user) 

1. Pemberdayaan 

masyarakat bidang 

ekonomi. 

2. Pemberdayaan 

masyarakat bidang 

fisik. 

3. Musrenbang 

dengan pemerintah 

desa. 

1. Peningkatan potensi daerah. 

2. Pemberdayaan kelompok 

usaha. 

3. Pembinaan kelompok tani. 

4. Pengelolaan lingkungan 

hidup. 

5. Adipura (kebersihan 

lingkungan). 

6. Monev kegiatan dan 

pembangunan. 

7. Peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

8. Pengerakan sektor strategis. 

9. Pemerataan pembangunan. 

10. Peningkatan kerukunan 

masyarakat berbudaya dan 

kesetaraan gender. 

Sumber: Wawancara Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Berdasarkan tabel tingkat teknologi yang digunakan Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan menggunakan teknologi komputer sebagai user untuk menunjang dalam 

melaksanakan tugas-tugas. Adapun layanan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

berupa pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat bidang 

fisik dan musrenbang dengan pemerintah desa. Untuk pemberdayaan masyarakat 

bidang ekonomi mencakup peningkatan potensi daerah, pemberdayaan kelompok 

usaha, pembinaan kelompok tani dan pengerakan sektor strategis.  



Untuk pemberdayaan masyarakat bidang fisik mencakup pengelolaan 

lingkungan hidup, Adipura, monev kegiatan dan pembangunan, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan peningkatan kerukunan. Musrenbang 

dengan pemerintah desa membahas mengenai pemberdayaan masyarakat bidang 

ekonomi dan pemberdayaan masyarakat bidang fisik.  

4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

Kemampuan pegawai dala menggunakan teknologi sebagai bentuk 

pemanfaatan teknologi untuk menfasilitasi pegawai. Kemampuan pegawai dalam 

menggunakan teknologi di Seksi Perekonomian dan Pembangunan, sebagai berikut: 

Tabel 3.20 Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

 

No. 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Kemampuan Pegawai Output Kesulitan 

1. Bendahara barang 

Kantor Kecamatan 

Godean. 

Laporan bendahara 

barang. 

Kekurangan SDM. 

2. Bendahara gaji Kantor 

Kecamatan Godean. 

Laporan bendahara gaji. Kekurangan SDM. 

3. Membuat laporan 

persemester. 

Laporan persemester. Beban kerja yang 

banyak. 

4. Membuat laporan 

bulanan. 

Laporan perbulan. Keterbatasan waktu. 



5. Pemberdayaan 

masyarakat bidang 

ekonomi. 

Laporan pemberdayaan 

masyarakat bidang 

ekonomi. 

Kurangnya inovasi 

dan kreativitas 

masyarakat. 

6. Pemberdayaan 

masyarakat bidang 

fisik. 

Laporan pemberdayaan 

masyarakat bidang fisik. 

Kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

lingkungan. 

7. Musrenbang dengan 

pemerintah desa. 

Laporan musrenbang. Terlalu banyak usulan 

dari masyarakat. 

Sumber: Wawancara Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi untuk menunjang dalam 

melaksanakan tugas-tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan berupa bendahara 

barang Kantor Kecamatan Godean dan bendahara gaji Kantor Kecamatan Godean, 

namun dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kesulitan dikarenakan kekurangan 

sumber daya manusia. Seksi Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas 

membuat laporan persemester, namun dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat 

kesulitan dikarenakan beban kerja yang banyak.  

Seksi Perekonomian dan Pembangunan membuat laporan bulanan, namun 

dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kesulitan dikarenakan keterbatasan waktu 

untuk menyelesaikan tugas. Untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi terdapat 

kesulitan dikarenakan kekurangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Pemberdayan 

masyarakat bidang fisik terdapat kesulitan dikarenakan kurangnya kesadaran 

masyarakat terdapap lingkungan. Untuk musrenbang dengan pemerintah desa terdapat 



kesulitan karena terlalu banyak usulan dari masyarakat, sehingga tidak semua usulan 

dapat diterima.  

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Seksi Kesejahteraan Masyarakat telah di atur dalam bagian kelima Pasal 16 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Seksi Kesejahteraan 

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan 

masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati. 

1. Kesulitan Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit 

informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan 

semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas 

audit. Kesulitan tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 3.21 Kesulitan Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

 

No. 

Seksi Kesejateraan Masyarakat 

Tugas Output Analisis 

Kompleksitas 

1. Penyusunan rencana 

kerja Seksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Matrik Kegiatan Schedule kegiatan 

sering berubah. 

2. Perumusan kebijakan 

teknis pemberdayaan 

masyarakat lingkup 

kesejahteraan 

masyarakat 

Surat Keterangan (SK) Tim tidak berjalan. 

3. Pengkoordinasian 

kegiatan pemberdayaan 

masyarakat lingkup 

kesejahteraan 

masyarakat 

Rapat Koordinasi  Kesulitan 

mengumpulkan 

peserta rapat 

koordinasi karena 

kesibukan. 

4. Pelaksanaan sebagian 

urusan pemerintahan 

lingkup kesejahteraan 

masyarakat yang 

dilimpahkan bupati 

Rapat Kegiatan dan 

Lomba  

Berbenturan dengan 

kegiatan internal. 

5. Evaluasi dan 

penyusunan laporan 

pelaksanaan kerja Seksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Data I Laporan Data tidak update. 

Sumber: Wawancara Seksi Kesejahteraan Masyarakat 



Berdasarkan tabel kesulitan tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat dapat 

dijelaskan bahwa analisis kompleksitas berupa jadwal kegiatan sering berubah 

dikarenakan kurangnya koordinasi, tim tidak berjalan dikarenakan kurangnya 

koordinasi, kesulitan mengumpulkan peserta rapat koordinasi dikarenakan kesibukan 

terhadap tugas lainnya, berbenturan dengan kegiatan internal dikarenakan ada kegiatan 

lain di Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan belum ada data terbaru sehingga dalam 

penyusunan laporan masih repetitif dari laporan sebelumnya.  

2. Struktur Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah 

tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas 

tugas. Wawancara dengan Seksi Kesejahteraan Masyarakat mengenai struktur tugas, 

adapun indikator pertanyaan berupa struktur tugas seperti nama kepala seksi dan staff, 

ouput/hasil berdasarkan struktur tugas tersebut dalam melaksanakan tugas dan 

hubungan dengan internal/masyarakat/instansi lain dalam melaksanakan tugas. 

Struktur tugas Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 3.22 Struktur Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

No. 

Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

 

Struktur Tugas 

 

Output 

Terhubung dengan 

(Internal/Masyarakat/Insta

nsi Lain) 

1. 

2. 

 

3. 

Kasi: Agus 

Triono, ST 

Staff: Aulia Frida 

Widiyasmara. 

Staff: Rosida 

1. Admin 

SIKPA(Sistem 

Informasi 

Kekerasan terhadap 

Anak) 

2. SIMNANGKIS 

(Sistem Informasi 

Manajemen 

Penanggulangan 

Kemiskinan) 

3. Penyiapan bahan 

tugas di Seksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat. 

1. Internal: Camat, 

Sekretaris Camat, 

Kelompok Jabatan 

Fungsional dan semua 

Subbag dan Seks di 

Kantor Kecamatan 

Godean. 

2. Masyarakat: Pemerintah 

Desa dan Masyarakat. 

3. Instansi Lain: KUA 

(Kantor Urusan Agama), 

Puskesmas (Pusat 

Kesehatan Masyarakat), 

UPT Pendidikan (Unit 

Pelayanan Teknis 

Pendidikan), UPT BP4 

(Unit Pelayanan Teknis 

Balai Penyuluhan 

Pertanian, Pangan dan 

Perikanan. 

Sumber: Wawancara Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Berdasarkan tabel struktur tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat maka 

dijelaskan bahwa Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) pegawai, 

diantaranya 1 (satu) kepala seksi dan 2 (dua) staff. Adapun tugas-tugas Seksi 

Kesejahteraan Masyarakat berupa sebagai admin sistem informasi kekerasan terhadap 

anak dan admin sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan serta 

menyiapkan bahan untuk tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat. Seksi Kesejahteraan 



Masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya terhubung dengan pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman khususnya UPT Pendidikan dan UPT BP4. Adapun terhubung 

dengan instansi lainnya berupa KUA dan Puskesmas.  

3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk 

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas. Seksi Kesejahteraan 

Masyarakat telah di fasilitasi teknologi untuk melaksanakan tugas, adapun uraiannya 

sebagai berikut: 

Tabel 3.23 Tingkat Teknologi yang Digunakan 

 

No. 

Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Tingkat Teknologi Layanan Output 

1. Teknologi komputer 

(sebagai user) 

1. SIKPA. 

2. SIMNANGKIS. 

1. Informasi dan layanan 

terkait kekerasan terhadap 

anak. 

2. Informasi dan layanan 

manajemen 

penanggulangan 

kemiskinan. 

Sumber: Wawancara Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Berdasarkan tabel tingkat teknologi yang digunakan Seksi Kesejahteraan 

Masyarakat menggunakan teknologi komputer sebagai user untuk menunjang dalam 

melaksanakan tugas-tugas. Adapun layanan berupa sistem informasi kekerasan 

terhadap anak dan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan. Seksi 

Kesejahteraan masyarakat sebagai admin sistem informasi kekerasan terhadap anak, 



aplikasi sistem informasi kekerasan terhadap anak merupakan aplikasi dari pemerintah 

daerah Kabupaten Sleman.  

Seksi Kesejahteraan Masyarakat juga menjadi admin aplikasi sistem informasi 

manajemen penanggulangan kemiskinan, aplikasi ini merupakan aplikasi dari 

pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Aplikasi sistem informasi kekerasan terhadap 

akan menyediakan informasi dan layanan terkait dengan kekerasan terhadap anak dan 

aplikasi sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan menyediakan 

informasi dan layanan terkait dengan manajemen penanggulangan kemiskinan.  

4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

Kemampuan pegawai dala menggunakan teknologi sebagai bentuk 

pemanfaatan teknologi untuk menfasilitasi pegawai. Kemampuan pegawai dalam 

menggunakan teknologi di Seksi Kesejahteraan Masyarakat, sebagai berikut: 

Tabel 3.24 Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

 

No. 

Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Kemampuan Pegawai Output Kesulitan 

1. Admin SIKPA. Informasi dan pelayanan 

terkait SIKPA. 

Komputer dan 

jaringan sering 

gangguan. 

2. Admin SIMNANGKIS. Informasi dan layanan 

terkait SIMNANGKIS. 

Komputer dan 

jaringan sering 

gangguan. 



3. Penyiapan bahan tugas 

seksi. 

Data-data dan dokumen. Keterbatasan waktu. 

4. Rapat koordinasi. Keputusan atau kebijakan. Output tidak bisa 

diukur dengan jelas. 

5. Rapat kegiatan dan 

lomba. 

Kegiatan dan lomba. Banyak mengampu 

kegiatan 

masyarakat. 

6. Laporan-laporan Laporan. Kekurangan SDM. 

Sumber: Wawancara Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Berdasarkan tabel kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi sebagai 

penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas di Seksi Kesejahteraan Masyarakat berupa 

sebagai admin sistem informasi kekerasan terhadap anak dan admin sistem informasi 

manajemen penanggulangan kemiskinan, namun dalam melaksanakan tugas tersebut 

terdapat kesulitan dikarenakan komputer bermasalah dan gangguan jaringan internet 

atau online. Adapun tugas lainnya berupa penyiapan bahan tugas untuk Seksi 

Kesejahteraan Masyarakat, namun dalam melaksanakan tugas ini juga terdapat 

kesulitan dikarenakan keterbatasan waktu penyiapan bahan tugas.  

Untuk rapat koordinasi menghasilkan keputusan atau kebijakan, namun dalam 

melaksanakan tugas ini juga terdapat kesulitan dikarenakan hasil tidak bisa diukur 

dengan jelas, seperti masalah yang tidak bisa diukur dengan angka. Rapat kegiatan dan 

lomba juga terdapat kesulitan dikarenakan Seksi Kesejahteraan Masyarakat banyak 

mengampu kegiatan di masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan sumber 

daya manusia. Untuk membuat laporan terdapat kesulitan dikarenakan kekurangan 



sumber daya manusia, pegawai harus membagi waktu untuk membuat laporan dan 

menyelesaikan tugas lainnya, terlebih hanya mempunyai 2 (dua) staff saja.  

7. Seksi Pelayanan Umum 

Seksi Pelayanan Umum telah di atur dalam bagian keempat Pasal 18 Peraturan 

Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Seksi Pelayanan Umum mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. 

1. Kesulitan Tugas Seksi Pelayanan Umum 

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit 

informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan 

semakin sedikit pula, sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas 

audit. Kesulitan tugas Seksi Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, sebagai berikut: 

Tabel 3.25 Kesulitan Tugas Seksi Pelayanan Umum 

 

No. 

Seksi Pelayanan Umum 

Tugas Output Analisis 

Kompleksitas 

1. Penyusunan rencana 

kerja Seksi Pelayanan 

Umum 

1. RKA dan DPA; 

2. Pembuatan e-KTP dan 

KK; 

1. Masyarakat 

ingin pelayanan 

yang cepat; 



2. Perumusan kebijakan 

teknis pelaksanaan 

dan pembinaan 

pelayanan umum 

3. Legalisasi e-KTP, KK, 

akta kelahiran, akta 

kematian, pensiun dan 

ijin-ijin; 

4. Surat pengantar SKCK; 

5. Mutasi penduduk dan 

pindahan penduduk 

(kecamatan/provinsi); 

6. Perijinan IUMK (Ijin 

Usaha Mikro dan Kecil); 

7. IMB (Ijin Mendirikan 

Bangunan) lingkup 

kecamatan/desa; 

8. Pemberian nomor 

registrasi atau 

persyaratan untuk 

membuat KIA (Kartu 

Identitas Anak). 

2. Sarana dan 

prasarana masih 

kurang; 

3. Gangguan 

jaringan online; 

4. Blangko terbatas 

karena 

menunggu 

distribusi dari 

Dinas 

kependudukan 

dan Catatan 

Sipil; 

5. Sumber daya 

manusia yang 

terbatas. 

3. Pelaksanaan dan 

pembinaan pelayanan 

umum 

4. Pelaksanaan sebagian 

urusan pemerintahan 

lingkup pelayanan 

umum yang 

dilimpahkan bupati 

5. Evaluasi dan 

penyusunan laporan 

pelaksanaan kerja 

Seksi Kesejahteraan 

Masyarakat 

Sumber: Wawancara Seksi Pelayanan Umum 

Berdasarkan tabel kesulitan tugas Seksi Pelayanan Umum maka dapat 

dijelaskan bahwa hasil analisis kompleksitas dikarenakan masyarakat menginginkan 

pelayanan yang cepat karena desakan tersebut membuat Seksi Pelayanan Umum 

kewalahan, sarana dan prasarana masih kurang seperti belum ada mesin untuk nomor 

antrian, gangguan jaringan online menghambat pembuatan e-KTP, blangko e-KTP 

terbatas karena harus menunggu distribusi dari Disdukcapil, dan kekurangan sumber 

daya manusia.  

“Kalau KTP yang gak bermasalah bisa disini nanti kalau bermasalah 

tetap harus koordinasi dengan dinas”. (Wawancara dengan ibu Rini 



Purwandari Kasi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, tanggal 7 Januari 2018).  

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi Pelayanan 

Umum menyediakan layanan untuk pembuatan e-KTP, namun apabila ada 

permasalahan terhadap pembuatan e-KTP tersebut misalkan masalah identitas ganda 

atau lain sebagainya, maka Seksi Pelayanan Umum akan berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah yaitu dinas terkait seperti Disdukcapil.  

“Kalau prosedurnya kan kita sesuai dengan dari catatan sipil ya mbak 

syarat-syaratnya misalnya KTP harus ada KK nya. Mau ngerekam harus 

datang kesini, rekam semua dari mata, iris mata, tangan, jari-jari tangan, 

sudah sesuah SOP nya”. (Wawancara dengan ibu Rini Purwandari Kasi 

Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 

Januari 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi Pelayanan 

Umum melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam hal pembuatan e-KTP sesuai 

dengan ketentuan dan syarat dari Disdukcapil. Adapun syarat dan ketentuan seperti 

harus datang langsung ke Kantor Kecamatan untuk melakukan rekam identitas seperti 

foto, sidik jari dan lainnya.  

“Kendalanya blangko sering tidak ada, dimana-mana sama, mbak tau 

sendiri kasusnya itu jadi kita tergantung blangko dari pusat Kabupaten. 

Kecamatan hanya dapat distribusi dari catatan sipil Kabupaten. Kendala 

utamanya blangko, Kabupaten blangkonya kosong kita tidak bisa nyetak”. 

(Wawancara dengan ibu Rini Purwandari Kasi Pelayanan Umum Kantor 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi Pelayanan 

Umum melakukan pelayanan pembuatan e-KTP terkendala oleh kekurangan distribusi 



blangko untuk membuat e-KTP. Blangko e-KTP didistribusi dari pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman Khususnya Disdukcapil. Oleh karena itu apabila blangko habis 

maka tidak dapat melakukan pembuatan e-KTP, sehingga menimbulkan desakan dari 

masyarakat yang membuat Seksi Pelayanan Umum tidak bisa berbuat apa-apa karena 

memang apabila blangko habis hanya bisa menunggu distribusi dari Disdukcapil.  

“Masalah jaringan sering mati, kalau online kalau jaringanya mati 

tidak bisa mbak”. (Wawancara dengan ibu Rini Purwandari Kasi Pelayanan 

Umum Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Januari 

2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dijelaskan bahwa Seksi Pelayanan 

Umum dalam melaksanakan tugas-tugas yang sebagian tugasnya harus menggunakan 

jaringan online, terutama untuk pembuatan e-KTP. Oleh karena itu dibutuhkan jaringan 

online yang cukup baik, namun Seksi Pelayanan Umum mengalamin kesulitan dalam 

melaksanakan tugas dikarenakan masalah gangguan jaringan online. Untuk itu jaringan 

online sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas di Seksi Pelayanan Umum maka 

dibutuhkan jaringan online yang cukup baik.  

2. Struktur Tugas Seksi Pelayanan Umum 

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah 

tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas 

tugas. Struktur tugas Seksi Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten 

Sleman, sebagai berikut: 



Tabel 3.26 Struktur Tugas Seksi Pelayanan Umum 

 

 

No. 

Seksi Pelayanan Umum 

 

Struktur Tugas 

 

Output 

Terhubung dengan 

(Internal/Masyarakat/Insta

nsi Lain) 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kasi: Rini 

Purwandari, S. I P 

Staff: Suswanti. 

Staff: Imatun. 

Staff: Murayani. 

Staff: Kristiawan. 

1. Melayani 

masyarakat terkait 

tugas-tugas Seksi 

Pelayanan Umum 

2. Operator 

1. Internal: Camat, 

Sekretaris Camat, 

Kelompok Jabatan 

Fungsional dan semua 

Subbag dan Seks di 

Kantor Kecamatan 

Godean. 

2. Masyarakat: Pemerintah 

desa dan Masyarakat. 

3. Instansi lain: Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Badan 

Keuangan dan Aset 

Daerah, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu dan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah. 

Sumber: Wawancara Seksi Pelayanan Umum 

Berdasarkan tabel struktur tugas Seksi Pelayanan Umum maka dijelaskan 

bahwa Seksi Pelayanan Umum mempunyai 5 pegawai diantaranya 1 (satu) kepala seksi 

dan 4 (empat). Adapun layanan di Seksi Pelayanan Umum berupa melayani masyarakat 

terkait dengan tugas-tugas Seksi Pelayanan Umum seperti pembuatan e-KTP, 

pembuatan KK dan tugas-tugas lainnya, dan sebagai operator. Seksi Pelayanan Umum 

dalam melaksanakan tugas-tugas terhubung dengan Disdukcapil terkait dengan urusan 



pembutan e-KTP, KK dan lainnya, BKAD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.  

3. Tingkat Teknologi yang Digunakan 

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk 

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas. Seksi Pelayanan Umum telah 

di fasilitasi teknologi untuk melaksanakan tugas, adapun uraiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.27 Tingkat Teknologi yang Digunakan 

 

No. 

Seksi Pelayanan Umum 

Tingkat 

Teknologi 

Layanan Output 

1. Teknologi 

komputer 

(sebagai user) 

1. Pembuatan e-KTP dan KK. 

2. Legalisasi KTP, KK, akta 

kelahiran, akta kematian, 

pensiun dan perijinan. 

3. Surat pengantar SKCK. 

4. Mutasi penduduk dan pindahan 

penduduk. 

5. Perijinan IUMK 

6. IMB lingkup Kecamatan. 

7. Pemberian nomor registarsi 

atau persyaratan untuk 

membuat KIA. 

1. KTP dan KK. 

2. Legaliasi. 

3. Surat 

pengantar. 

4. Surat ijin. 

5. Nomor 

registrasi 

KIA. 

Sumber: Wawancara Seksi Pelayanan Umum 

Berdasarkan tabel tingkat teknologi yang digunakan Seksi Pelayanan Umum 

menggunakan teknologi komputer sebagai user untuk menunjang dalam melaksanakan 

tugas-tugas. Adapun layanan di Seksi Pelayanan Umum berupa pembuatan e-KTP dan 



KK, legalisasi kartu dan surat, pembuatan surat pengantar, Surat ijin dan pemberian 

nomor registrasi KIA untuk persyaratan pembuatan KIA di Kabupaten Sleman.  

4. Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi sebagai bentuk 

pemanfaatan teknologi untuk menfasilitasi pegawai. Kemampuan pegawai dalam 

menggunakan teknologi di Seksi Pelayanan Umum, sebagai berikut: 

Tabel 3.28 Kemampuan Pegawai dalam Menggunakan Teknologi 

 

No. 

Seksi Pelayanan Umum 

Kemampuan 

Pegawai 

Output Kesulitan 

1. Membuat RKA dan 

DPA. 

Dokumen. Kekurangan SDM. 

2. Melayani pembuatan 

e-KTP dan KK. 

e-KTP dan KK. Keterbatasan blangko dan 

gangguan jaringan online. 

3. Legalisasi. Legalisir. Keterbatasan sarana dan 

prasaranan. 

4. Membuat surat 

pengantar SKCK. 

Surat pengantar. Masyarakat ingin pelayanan 

yang cepat, sementara 

kekurangan SDM. 
5. Mutasi penduduk dan 

pindahan penduduk. 

Surat keterangan. 

6. Perijinan IUMK. Surat ijin. 

7. IMB lingkup 

kecamatan. 

Surat ijin. 



8. Pemberian nomor 

KIA. 

Nomor KIA. 

Sumber: Wawancara Seksi Pelayanan Umum 

Berdasarkan tabel kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi di Seksi 

Pelayanan Umum berupa membuat RKA dan DPA, pembuatan surat pengantar, 

pembuatan surat keterangan, pembuatan surat ijin dan pemberian nomor registrasi 

KIA, namun dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut terdapat kesulitan dikarenakan 

kekurangan sumber daya manusia serta desakan masyarakat untuk memberikan 

pelayanan yang cepat. Untuk pembuatan e-KTP dan KK juga terdapat kesulitan 

dikarenakan keterbatasan blangko karena didistribusi dari Disdukcapil dan gangguan 

jaringan online, sementara untuk membuat e-KTP membutuhkan jaringan onlinr yang 

baik. Untuk legalisasi kartu dan surat juga terdapat kesulitan dikarenakan keterbatasan 

sarana dan prasarana seperti ATK. 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompleksitas Tugas 

Kecamatan merupakan salah satu birokrasi yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Kecamatan berhadapan langsung dengan masyarakat dalam 

memberikan pelayanan dan pembinaan di pemerintah desa. Kecamatan sebagai sebuah 

organisasi birokrasi yang melayani masyarakat dengan berbagai latar belakang 

kehidupan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi oleh 

Kecamatan. Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam sebuah organisasi 

birokrasi termasuk Kantor Kecamatan Godean. Kinerja pegawai sebagai penentu 



kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, namun dari sisi lain jumlah pegawai juga 

berpengaruh untuk mengoptimalkan pelayanan. Kantor Kecamatan Godean terdapat 

kompleksitas utama dalam melaksanakan tugas dikarenakan masih kekurangan jumlah 

pegawai.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang merambah ke dunia 

birokrasi. Kantor Kecamatan dihadapkan dengan tugas-tugas yang mengharuskan 

menggunakan jaringan internet, namun belum diikuti dengan perwujudan perbaikan 

jaringan online untuk mempermudah pegawai melaksanakan tugas-tugas tersebut. 

Jaringan internet sebagai penunjang kinerja pengawai dalam melaksanakan tugas-

tugas. Kantor Kecamatan Godean terdapat kompleksitas tugas dikarenakan gangguan 

jaringan internet.  

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dapat lihat bahwa faktor 

penyebab kompleksitas tugas di Kantor Kecamatan Godean disebabkan oleh kekurang 

sumber daya manusia dan gangguan jaringan internet. Untuk penjelesan masing-

masing dari faktor penyebab kompleksitas tersebut, maka akan diuraikan dibawah ini:  

1. Kekurang Sumber Daya Manusia 

Kantor Kecamatan Godean mempunyai 2 (dua) Subbagian dan 5 (lima) Seksi, 

dalam 1 (satu) Subbagian/Seksi terdapat 3 (tiga) sampai 6 (enam) pegawai. 

Kekurangan sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama di Kantor 

Kecamatan Godean. Kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang 



memengaruhi kompleksitas tugas di Kantor Kecamatan Godean. Pelimpahan beban 

kerja yang banyak dan kekurangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu terjadinya 

penumpukan tugas sehingga menyebabkan kurang optimal kinerja pegawai.  

2. Gangguan Jaringan Internet 

Kualitas jaringan internet berpengaruh pada keberhasilan, ketepatan dan 

kecepatan kerja pengawai. Jaringan internet yang baik, stabil dan cepat dapat 

mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas. Kantor Kecamatan Godean 

sebagai salah satu kantor yang menggunakan jaringan internet untuk melaksanakan 

tugas sehari-hari atau aktifitas perkantoran. Jaringan internet memiliki peran penting 

bagi pegawai di Kantor Kecamatan Godean dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat  dan melaksanakan tugas-tugas. Jaringan online menjadi salah satu faktor 

penunjang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas, namun gangguan jaringan 

internet yang sering terjadi menghambat kinerja pegawai. Gangguan jaringan online 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kompleksitas tugas di Kantor Kecamatan 

Godean.  

 

 

 

 


